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BAB 1
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

A. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA SEBELUM
KEMERDEKAAN
Sebelum kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia masih sangat
dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Pada masa tersebut, ekonomi
Indonesia lebih banyak terfokus pada pengembangan sektor perkebunan,
terutama kopi, tembakau, tebu, karet, dan kelapa sawit yang diusahakan oleh
Belanda (Safitri, 2017). Sistem ekonomi pada masa penjajahan ini didasarkan
pada monopoli perdagangan yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan
Belanda, seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM). Selain itu, sistem pajak juga
menjadi sumber utama penerimaan pemerintah kolonial, dengan pungutan
pajak yang tinggi terhadap petani dan buruh. Berikut beberapa masa sebelum
kemerdekaan indonesia antara lain:
1. Masa Kerajaan
Sejarah perekonomian Indonesia pada masa kerajaan berlangsung
selama ratusan tahun dan sangat dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan
antar negara (Mahfudzoh, 2018). Beberapa kerajaan besar seperti
Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menguasai jalur perdagangan
internasional yang strategis di wilayah Asia Tenggara dan
mengembangkan ekonomi mereka melalui aktivitas perdagangan.
Sriwijaya, misalnya, dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan
utama di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13. Kerajaan ini
mengendalikan seluruh jalur perdagangan rempah-rempah dari India
hingga Cina, dan memperoleh keuntungan besar dari kegiatan
perdagangan tersebut. Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-16
merupakan kerajaan yang kuat dan makmur di Indonesia. Ekonomi
Majapahit didukung oleh sektor pertanian yang maju, terutama dalam
produksi beras, gula, dan kapas. Selain itu, kerajaan ini juga
mengembangkan sektor perdagangan yang aktif, terutama perdagangan
emas, perak, dan hasil bumi lainnya (Jamil & Santosa, 2017).
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Pada masa kerajaan Mataram (abad ke-16 hingga ke-18),
perekonomian Indonesia berkembang melalui sektor perdagangan dan
pertanian yang dikuasai oleh para bangsawan (Safitri, 2017). Sektor
pertanian, terutama dalam produksi beras, tetap menjadi sektor utama
dalam perekonomian pada masa ini. Perdagangan internasional juga tetap
menjadi aktivitas penting pada masa kerajaan, terutama dalam
perdagangan rempah-rempah, kayu, gading, emas, dan perak. Selain itu,
pada masa ini juga terjadi pengembangan sektor kerajinan dan industri
rumah tangga, seperti pembuatan kain dan perak, yang dikuasai oleh
masyarakat desa (Zulkarnain, 2016). Meskipun perekonomian Indonesia
pada masa kerajaan sangat tergantung pada sektor pertanian dan
perdagangan internasional, namun pada saat yang sama, kerajaan-
kerajaan di Indonesia telah mengembangkan sistem ekonomi yang
kompleks dan maju dalam mengelola kekayaan alam dan hasil bumi.
Pengaruh dari sejarah perekonomian pada masa kerajaan tersebut masih
dapat dilihat dalam kehidupan ekonomi Indonesia saat ini.

2. Masa Penjajahan Portugis

Penjajahan Portugis di Indonesia dimulai pada abad ke-16,
khususnya di wilayah Maluku yang kaya akan rempah-rempah seperti
cengkeh dan pala (Safitri, 2017). Eksploitasi sumber daya alam inilah
yang kemudian menjadi dasar perekonomian Portugis di Indonesia pada
masa itu. Portugis membuka perdagangan dengan penduduk lokal dan
mendirikan pelabuhan di Maluku serta daerah-daerah lain di Indonesia.
Mereka mengambil alih kendali perdagangan rempah-rempah dan
mengekspornya ke Eropa. (Affairs, 2013) Portugis juga mulai menanam
tanaman rempah-rempah secara komersial, sehingga meningkatkan
produksi dan ekspor. Selain perdagangan rempah-rempah, Portugis juga
mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di daerah-daerah
yang mereka kuasai. Mereka memperkenalkan tanaman baru seperti
jagung, kacang-kacangan, dan singkong, serta membawa hewan ternak
dari Eropa seperti sapi, kuda, dan babi. Namun, perekonomian Portugis
di Indonesia pada masa penjajahan tidak berkembang pesat. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan teknologi dan
modal, serta persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti
Belanda, Inggris, dan Spanyol. Portugis akhirnya kehilangan
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dominasinya di Indonesia pada awal abad ke-19 dan digantikan oleh

bangsa-bangsa Eropa lainnya (Mahfudzoh, 2018).

3. Masa Monopoli VOC

Sejarah perekonomian Indonesia pada masa monopoli VOC terjadi
sekitar tahun 1600-1800 masehi. Masa monopoli VOC ini diawali dari
kedatangan orang Belanda ke Indonesia dengan tujuan melakukan
perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya
(Hasibuan, 2018). Para pedagang Belanda tersebut melakukan
perdagangan di Kepulauan Maluku dengan cara yang sangat rapi. VOC
(Vereenigde Oostindische Compagnie) atau persatuan pedagang Belanda
dalam membeli barang dagangan Indonesia terutama rempah-rempah
menerapkan sistem monopoli, sehingga para pedagang nusantara merasa
tertekan karena harga ditentukan secara sepihak oleh VOC (Mubyarto,
2002). Tidak hanya itu, pihak VOC juga membuat kesepakatan dengan
para pedagang lokal yaitu hasil panen rempah seluruhnya diberikan
kepada pihak VOC dengan imbalan pedagang lokal akan mendapatkan
perlindungan militer dari serangan—serangan pihak lain (Purwanda,
2022).

Pada tahun 1641, Malaka berhasil direbut oleh VOC dari tangan
Portugis. Sehingga membuat kedudukan VOC semakin kuat pada saat
itu. Setelah berhasil direbut, Malaka dijadikan sebagai pangkalan
angkatan laut oleh VOC dan di selat Malaka VOC melakukan
pengawasan proses perdagangan. Pada saat itu juga, Jakarta menjadi
Bandar yang semakin ramai karena seluruh arus perdagangan di Malaka
disalurkan ke Jakarta. Dan VOC mulai memusatkan perdagangan di
Indonesia pada tahun 1641 (Hasibuan, 2018). Kedudukan VOC juga
semakin kuat karena sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak
istimewa (hak octroi). Adapun hak istimewa yang dimiliki oleh VOC
diantaranya adalah:

a. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan di wilayah
Tanjung Harapan-Selat Magelhaens, dan juga termasuk wilayah
pulau-pulau Nusantara.

b. VOC menciptakan angkatan militer sendiri yang disebut Companie.

VOC memiliki hak untuk berperang dengan Negara lainnya.

o

d. VOC dapat mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.
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VOC berhak mencetak uang sendiri.

VOC merupakan wakil pemerintah Belanda di Asia.

VOC berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai sendiri.
VOC berhak mengadakan pemungutan pajak.

Walaupun pada saat itu para pedagang Belanda telah melakukan
perdagangan dengan serapi mungkin, akan tetapi bangsa lain berhasil
menemukan celah untuk menjatuhkan VOC, sebagaimana yang
dilakukan “Pierre Poivre” asal Prancis pada sekitar tahun 1770 yang
berani untuk menyelundupkan cengkeh kurang lebih 300 benih pala

Fae oo

muda sebanyak 20.000 benih ke wilayah kepulauan Mauritius dengan
taruhannya adalah nyawa sendiri (Purwanda, 2022). Dan berbagai cara-
cara yang dilakukan oleh bangsa lain untuk menjatuhkan kekuasaan
monopoli VOC di Indonesia, sehingga pada akhirnya VOC bubar pada
tahun 1799 karena pemerintah Belanda telah kehabisan cara untuk
mengeksploitasi Indonesia, dan kemudian penguasaan Indonesia diambil
alih sementara oleh Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas
Robert Raffles yang memperkenalkan sistem sewa tanah dengan tujuan
tanah jajahan dapat efisien.
4. Masa Kependudukan Jepang

Kependudukan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1942-1945
yang berakhir dengan ditandai proklamasi kemerdekaan Indonesia
(Amelia, 2020). Masa kependudukan jepang merupakan penentu
perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan datangnya
Jepang ke Indonesia juga menandakan kekuasaan Hindia-Belanda telah
berakhir. Pada mulanya, kedatangan penduduk jepang di Indonesia
mendapat sambutan yang baik dari rakyat Indonesia dikarenakan mereka
menganggap Indonesia sebagai saudara tua yang akan membantu bangsa
Indonesia agar dapat bebas dari jajahan bangsa lain. Namun hal itu terjadi
hanya beberapa bulan saja, setelah itu Jepang mulai menampakkan
kekejamannya dengan merampas kekayaan alam, melakukan
penindasan, dan juga memeras tenaga dari rakyat Indonesia.

Pada masa kependudukannya, Jepang menerapkan sistem ekonomi
perang, karena pada saat itu Jepang sedang menghadapi sekutu sehingga
kebijakan ekonomi dialihkan untuk memenuhi kepentingan perang
(Aderoben & Septiansi, 2022). Dengan diterapkannya sistem ekonomi
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perang ini, mengakibatkan terjadinya penyitaan perkebunan, pabrik,

bank, dan lainnya sehingga membuat rakyat Indonesia pada saat itu

mengalami kemiskinan, produksi pangan menurun dan terjadi pula
kelaparan (Adji, 2020). Maka dari itu, rakyat memilih untuk menjadi

Romusha (sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang) adapun

pekerjaan yang dilakukan adalah membangun infrastruktur, benteng

pantai, lubang perlindungan, dan pabrik amunisi.

Adapun beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah
Jepang di Indonesia yaitu (Kurniawan, 2020):

1) Padatahun 1944, pemerintah Jepang mulai mengadakan penyerahan
bahan pangan secara besar-besaran karena kebutuhan perang
semakin meningkat.

2) Jepang menerapkan sistem Autarki.

3) Tanaman teh,kopi,dan tembakau dibatasi karena tidak berpengaruh
untuk keperluan militer.

4) Pengawasan ekonomi dilakukan secara ketat dan memberikan
sanksi pelanggaran yang berat.

Meskipun masa kependudukan jepang hanya 3,5 tahun, tetapi
membuat rakyat Indonesia sangat menderita dibandingkan masa
penjajahan sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.
Kehidupan yang semakin sulit dialami oleh rakyat Indonesia, banyaknya
lahan pertanian yang terbengkalai dan pada saat itu juga terjadi inflasi
yang sangat parah yang disebabkan tidak ada jaminan terhadap uang yang
dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, jumlah barang kebutuhan sangat
sedikit sehingga sulit untuk diperoleh serta harganya yang sangat mahal
(Adji, 2020).
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Gambar 1.1 Skema Sejarah Perekonomian Indonesia Sebelum Kemerdekaan

B. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE LAMA
Pada masa orde lama, perekonomian Indonesia masih sangatlah buruk.
Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia masih belum lepas dari jajahan
Belanda. walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada
tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi peperangan antara Belanda dan
Indonesia masih terjadi di tahun 1940-an (Fahrika & Zulkifli, 2020). Masa
orde lama terjadi pada tahun 1945-1968 pada saat itu merupakan masa
pemerintahan Ir. Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia
sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan. Pada masa orde lama, Negara
Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.
Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan perekonomian yang terdiri
dari:
1) De Javasche Bank milik Belanda dinasionalisasi menjadi Bank
Indonesia.
2) Usaha yang bersangkutan dengan martabat orang banyak diamankan.
3) Berupaya untuk menghilangkan control belanda dalam kegiatan
perdagangan ekspor-impor.
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4) Dan kebijakan lainnya yang dibuat agar perekonomian Indonesia
mengalami kemajuan.

Saloh satu kebijakan pecekonomian pade -
sa orde lomao adalah De Javosche Bank (Bank milik Belanda)
yang dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia

N DE JAVASCHE BANK

I i —
g: [ Javasche Bank merupakan salah :

satu bank terkemuka pads masa
kolonial Belanda, didirikan di Batavia
pada tanggal 24 Januari 1828, Selain
berkantor pusat di Batavia,

[e Javasche Bank membuka cabang
di berbagai kota separti Surabaya,
Yogyakarta, Solo, Cirebon, Makasar,
Palembang dan Pontianak,

(Sumber.: Canva,2023)
Gambar 1.2 Kebijakan perekenomian Indonesia pada masa orde lama

Meskipun Soekarno telah mengeluarkan beberapa kebijakan akan tetapi
kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya dikarenakan beberapa penyebab,
diantaranya:

a. Keadaan politik yang propaganda dan sabotase.

b. Kabinet Soekarno mengalami jatuh bangun sehingga tidak mampu
melakukan kebijakan sebaik mungkin. Hal tersebut dikarenakan adanya
pertarungan antar politik.

c. Basis borjuis yang lemah, sedangkan dianggap mampu menjadi kekuatan
dalam perekonomian dan dianggap mampu mendorong industrialisasi.

Penyebab lain buruknya perekonomian pada masa orde lama adalah
Infrastruktur ekonomi fisik maupun non-fisik yang hancur, karena adanya
perang-perang yang terjadi pada era sebelumnya, dan manajemen ekonomi
makro selama rezim sangat buruk. Pada masa orde lama, perekonomian
Indonesia sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata sebesar 7%
per tahunnya selama dekade 1950-an. Kemudian mengalami penurunan yang
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sangat drastis menjadi 1,9% sehingga berakibat terjadinya stagflasi pada tahun
1965-1966. Dimana pada saat itu, PDB Indonesia hanya sekitar 0,5% dan
0,6%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia kesulitan
ekonomi pada masa orde lama adalah pada bulan Juli tahun 1946, Menteri
keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melakukan program
pinjaman nasional, berusaha untuk menembus blokade Belanda di Sumatera
dengan tujuan Singapura dan Malaysia, dalam memperoleh kesepakatan untuk
mengatasi masalah ekonomi pada saat itu dilakukan Konferensi Ekonomi
pada Februari tahun 1946 (Fahrika & Zulkifli, 2020).

C. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU
Zulkarnain (2016) Orde Baru adalah periode kekuasaan Presiden
Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di Indonesia. Pada
masa ini, pemerintah mengambil tindakan-tindakan ekonomi yang berbeda
dengan masa sebelumnya, yaitu dengan mengimplementasikan konsep
ekonomi pancasila yang berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional
yang terpadu dan berkeadilan. Dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang
terjadi pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan-
kebijakan yang berorientasi pada pembangunan industri dan pertanian. Hal ini
dilakukan dengan memperkuat sektor manufaktur dan meningkatkan produksi
pangan dan komoditas pertanian. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada
kesenjangan antara kota dan desa serta antara kelompok kaya dan miskin.
Selain itu, pada masa Orde Baru juga terjadi peningkatan investasi asing,
terutama dari negara-negara barat dan Jepang. Investasi asing ini berdampak
positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan
ketergantungan pada investor asing dan memperburuk masalah ketimpangan
ekonomi (Rahardjo 2009).
1. Pengaruh politik ekonomi Orde Baru terhadap Indonesia
Pada masa Orde Baru (1966-1998), politik ekonomi yang diterapkan
pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia.
Berikut beberapa pengaruh politik ekonomi Orde Baru terhadap
Indonesia:
a. Peningkatan pembangunan infrastruktur
Pemerintah Orde Baru memperkenalkan pembangunan
infrastruktur skala besar, termasuk pembangunan jalan raya,
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jembatan, pelabuhan, bandara, dan PLTU. Hal ini membantu
meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung
pertumbuhan industri dan perdagangan.
Pertumbuhan industri dalam negeri

Pemerintah Orde Baru mendorong perkembangan industri
dalam negeri melalui kebijakan pengamanan nasional, perlindungan
pasar dalam negeri, dan pengendalian impor. Industri-industri yang
berkembang pada masa itu meliputi industri tekstil, elektronik, dan
baja. Meskipun banyak kritik bahwa kebijakan ini menyebabkan
industri dalam negeri tumbuh lambat dan sulit bersaing di pasar
global.
Ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas

Pemerintah Orde Baru mengandalkan ekspor komoditas
seperti minyak mentah, gas alam, dan kelapa sawit sebagai sumber
pendapatan utama. Hal ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap
fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar.
Pengaruh pemerintah dalam sektor ekonomi

Pemerintah Orde Baru memiliki pengaruh besar dalam sektor
ekonomi melalui kepemilikan perusahaan BUMN dan perusahaan
milik keluarga presiden serta elit politik. Hal ini menyebabkan
sektor swasta tumbuh lambat dan cenderung bergantung pada
kebijakan pemerintah.
Ketidaksetaraan sosial ekonomi

Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi pada masa Orde
Baru, namun ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Indonesia semakin
memburuk. Hal ini karena kesenjangan antara kaya dan miskin
semakin melebar, sementara program kesejahteraan sosial tidak
cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-
ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur

Pada masa Orde Baru di Indonesia, pembangunan infrastruktur

menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Orde Baru mengadopsi kebijakan
ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, yang didukung oleh

pembangunan infrastruktur. (Jamil and Santosa 2017) Beberapa contoh
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proyek infrastruktur besar yang dibangun pada masa Orde Baru antara
lain pembangunan jalan tol, pembangunan jaringan listrik dan
telekomunikasi, pembangunan bandara dan pelabuhan, serta
pembangunan proyek-proyek energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA). Pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru berhasil
membangun fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan industri
dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Peningkatan aksesibilitas
melalui pembangunan infrastruktur juga berhasil membuka akses pasar
baru bagi produk-produk dan meningkatkan daya saing suatu daerah
(Rahardjo 2009). Namun, pembangunan infrastruktur pada masa Orde
Baru juga memiliki dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan
kemungkinan eksploitasi terhadap masyarakat setempat. Selain itu,
pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru juga diwarnai oleh
kontroversi terkait dengan tata kelola proyek-proyek infrastruktur yang
dianggap tidak transparan dan rentan terhadap korupsi.

Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur pada masa Orde
Baru dapat dianggap berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Walaupun terdapat kelemahan dan kekurangan dalam
pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru
membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai dapat
menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Dampak krisis ekonomi 1997-1998 pada Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia
memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia dan
pada masa Orde Baru. Dampak utama dari krisis ekonomi ini adalah
penurunan drastis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang
memicu inflasi yang tinggi dan peningkatan harga barang (Affairs 2013).
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan
ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, yang lebih banyak
terfokus pada pengembangan industri manufaktur dan penggunaan modal
asing. Namun, krisis ekonomi pada akhirnya menunjukkan bahwa model
pembangunan ini kurang berkelanjutan dan rentan terhadap guncangan
ekonomi global. Dampak krisis ekonomi pada masa Orde Baru juga
terlihat dalam sektor keuangan, dimana terjadi krisis likuiditas dan gagal
bayar pada bank-bank dan perusahaan besar di Indonesia (Jamil and
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Santosa 2017). Hal ini menyebabkan banyaknya pengusaha dan
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga menyebabkan
penurunan lapangan kerja dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Selain itu, dampak krisis ekonomi pada masa Orde Baru juga
menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial dan politik, seperti kerusuhan
etnis di beberapa wilayah Indonesia. Krisis ekonomi ini juga membuka
jalan bagi terjadinya reformasi politik yang menggulingkan
pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. (Jamil and Santosa 2017)
Secara keseluruhan, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998
di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian
Indonesia pada masa Orde Baru, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun
sosial. Krisis ini juga memunculkan kelemahan dari model pembangunan
ekonomi Orde Baru yang perlu diperbaiki agar lebih berkelanjutan dan
mampu menghadapi guncangan ekonomi global.

BEJARAH

PEREKCOMOMIAN
| INDOMESIA MASA
% ORDEBARU

PEMGABLUN SOLTTIK

EEOHOM ORRE DAY
TURHADAR INDOME 1K

PERTUDUSsAN EXDs 3N CAMPAK KRISIE

DAN P MEANORIN AN PEMIMO®KATAN EEONO& 10071804
INFRASTRUKTUR PEMBANOUNAN PADA INDONESIA
INFHASTRLUKTUR J
PERTUMWBUH AN

INDUSTRT DALAM
REQER|

KETERGANTUMNGAN

EROMONT PADA KETIDAKSETARALMN
THEPOE ROMODITAS 'i E08IAL FROROMI I

(Sumber: Canva,2023)
Gambar 1.3. Skema Sejarah Perekonomian Indonesia pada masa orde baru
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4. Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Reformasi

Masa reformasi adalah istilah yang ditujukan kepada kekuasaan
setelah orde baru. Era reformasi di Indonesia juga dikenal dengan era
pasca soeharto. Reformasi di indonesia diawali dengan pengunduran diri
otoriter soeharto pada tanggal 21 mei 1998. Sejak pengunduran diri
tersebut, indonesia berada dalam masa transisi yang hingga kini dikenal
dengan sebutan era reformasi. Reformasi merupakan perubahan catatan
kehidupan lama menuju catatan kehidupan baru yang lebih baik.
Reformasi lahir sebagai jawaban atas terjadinya krisis ekonomi pada
masa orde baru. Reformasi dianggap sebagai gerakan yang tidak bisa
ditawar tawar, karena hampir semua masyarakat Indonesia mendukung
penuh adanya gerakan reformasi tersebut. Masalah yang menyebabkan
lahirnya reformasi ialah kesulitan rakyat indonesia dalam memenuhi
kebutuhan pokoknya. Harga sembako seperti beras, telur, minyak
goreng, susu, ikan, garam, minyak tanah, dan terigu mengalami kenaikan
harga yang sangat tinggi (Klaudia & Wartha, 2020).

1. Pemerintahan BJ Habibie

Era reformasi dimulai saat BJ Habibie menggantikan soeharto
menjadi presiden republik Indonesia. Pada masa itu terjadi krisis
finansial yang melanda se Asia pada 1997 menyebabkan penurunan
pada perekonomian indonesia sebesar 13%, serta terjadinya
penurunan nilai tukar rupiah. Untuk menindaklanjuti masalah krisis
ekonomi ini pada saat itu, pemerintah republik indonesia mengambil
keputusan untuk mendapatkan pinjaman dari International
Monetary Fund (IMF). Pinjaman ini dimulai dengan
ditandatanganinya Letter Of Intent (LOI) yang pertama kali
dilakukan pada akhir bulan Oktober pada tahun 1997 (Aswicahyono
& Christian, 2017).

Pada masa pemerintahan presiden Habibie beliau fokus pada
pemulihan perekonomian indonesia. Selain itu beliau juga
memfokuskan memperbaiki politik dan kehidupan demokrasi
indonesia, karena menurut beliau dengan adanya stabilitas politik
yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan para investor dari
luar negeri yang dapat sangat membantu pemulihan ekonomi
Indonesia saat itu. Hal tersebut berdampak baik terhadap
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pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan yang awalnya berada
di angka negatif dan kemudian pada tahun 1999 mulai positif
walaupun masih rendah. Ini menunjukkan bahwa pada masa
pemerintahan presiden Habibie tersebut perekonomian indonesia
mulai bangkit. Nilai kurs rupiah terhadap dollar mulai meningkat
dan inflasi mulai turun. Namun selain kabar baik tersebut saat itu
sempat terjadi goncangan dalam pemerintahan republik Indonesia
yang disebabkan oleh lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadi
Timor Leste hingga saat ini.

Pemerintahan Abdurahman Wahid

Setelah Bj Habibie, Abdurrahman Wahid atau yang biasa
disebut Gusdur terpilih menjadi presiden Republik Indonesia
melalui pemilu multipartai pertama sejak orde baru. Masa
kepemimpinan Gusdur dimulai sejak 20 oktober 1999. Pada saat
pemerintahan Gus Dur mulai terjadi banyak tanda-tanda perbaikan
dibandingkan tahun sebelumnya kondisi perekonomian indonesia
lebih mengalami peningkatan, dan laju pertumbuhan PDB pada saat
itu  mencapai angka 4,8% angka ini lebih tinggi dari yang
diperkirakan sebelumnya, laju inflasi dan tingkat suku bunga juga
mulai rendah. Ini menandakan bahwa kondisi moneter republik
indonesia saat itu sudah cukup stabil (Affairs, 2020).

Pada masa pemerintahan Gus Dur seringkali menunjukkan
sikap dan ucapan yang dapat menyebabkan kontroversi sehingga
para pelaku bisnis sering kali merasa kebingungan. Sikap Gus Dur
yang seperti ini juga menyebabkan terjadinya perseteruan dengan
DPR. Selama pemerintahan Gusdur hubungan pemerintah Indonesia
dan IMF menjadi kurang baik, ini disebabkan beberapa masalah
salah satunya yaitu amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai
Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah, utamanya yaitu
menyangkut kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar
negeri, dan revisi APBN tahun 2001 yang pelaksanaannya selalu
saja tertunda sehingga menyebabkan penundaan pencairan bantuan
IMF kepada pemerintah Indonesia, padahal saat itu roda
perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada bantuan IMF
tersebut. Hal ini juga menyebabkan para investor luar negeri berfikir
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kembali untuk menanamkan modal mereka ke Indonesia. Ini
ditunjukkan karena adanya pergerakan IHSG dan nilai kurs dollar
terhadap rupiah. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan antara
30 maret 2000 — 8 maret 2001 menunjukkan penurunan karena
kegiatan penjualan lebih besar dibanding pembelian pada
perdagangan saham dalam negeri (Setiabudi, 2017). Perseteruan
Gus Dur dengan DPR serta keterbatasan dalam penglihatan,
kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, dan masalah
kesehatan membuat Gus Dur diberhentikan sebagai presiden pada
tanggal 23 juli (Hakim et al., 2017).
3. Pemerintahan Megawati

Setelah diberhentikannya Gusdur sebagai presiden beliau
digantikan oleh seorang perempuan yaitu Megawati yang
merupakan putri presiden pertama IR. Soekarno. Megawati
merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Masa
kepemimpinan megawati dimulai pada 29 Juli 2001. Program
pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh beliau adalah privatisasi
BUMN, restrukturisasi keuangan, pengelolaan utang luar negeri,
dan usaha kecil menengah (Hakim et al., 2017). Megawati juga
memperbaiki hubungan dengan IMF sehingga menyebabkan IMF
setuyju untuk memperbarui program bantuannya yang sempat
diberhentikan pada masa pemerintahan Gus Dur sebelumnya.
Namun pada juli 2003 pemerintah mengumumkan bahwa bantuan
IMF tidak akan dilanjutkan lagi.

Bantuan IMF akan berakhir pada 15 september 2003,
pemerintah menerbitkan “paket kebijakan Ekonomi Pra- Pasca-
IMF”, yang dikenal dengan istilah “white paper”. Paket ini
mendapatkan respon positif dari pasar dan publik. Elemen utama
dalam paket kebijakan tersebut adalah “menjaga stabilitas
mikroekonomi, restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan,
dan meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja”.
Masa pemerintahan Megawati tergolong cukup sukses dalam
pembangunan stabilitas makroekonomi akan tetapi kurang berhasil
dalam penyelenggaraan reformasi mikro yang dijabarkan “white
paper” utamanya dalam memperbaiki iklim investasi, ini ditandai
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dengan investasi asing langsung yang tercatat negatif selama
semester pertama 2004 (Aswicahyono & Christian, 2017).
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Setelah pemerintahan Megawati, SBY terpilih sebagai
presiden selanjutnya, pada masa ini perekonomian indonesia sudah
mulai stabil, perekonomian membaik dan kepercayaan investor juga
ikut membaik. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, kurs
dollar, dan tingkat inflasii Namun pada tahun 2008-2009
perekonomian dunia sempat mengalami krisis, utamanya di
Amerika Serikat. Baiknya krisis ekonomi tersebut tidak terlalu
berdampak parah ke Indonesia seperti krisis ekonomi pada tahun
1998 karena 2 hal yaitu “Pemerintah sudah tanggap berbekal
pengalaman sebelumnya, sehingga mengambil beberapa tindakan
agar nilai rupiah terhadap dollar cukup stabil serta Perekonomian
Indonesia sudah cukup terbantu dengan permintaan domestik yang
cukup besar,sehingga ketika krisis terjadi di luar negeri, Indonesia
masih bisa survive”. Pada saat itu juga terjadi “kasus bank century”
yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan.

Pemerintahan Joko Widodo

Setelah SBY, Joko Widodo terpilih menjadi presiden
Indonesia sejak 20 oktober 2014 hingga saat ini. Dengan terpilihnya
Jokowi menjadi presiden hingga saat ini besar harapan rakyat
indonesia kepada beliau agar bisa memajukan perekonomian
indonesia menjadi jauh lebih baik lagi dibanding pada pemerintahan
sebelumnya. Namun menurut salah satu penelitian (Hakim et al.,
2017) selama setahun sejak beliau dilantik menjadi presiden kondisi
perekonomian dunia tidak mendukung, terjadinya krisis eropa dan
krisis global turut berdampak ke Indonesia. Ini dibuktikan dengan
banyaknya keluhan pada sektor ekonomi, yang ditandai dengan
melemahnya rupiah, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target
dan fluktuasi harga (Wulandari, 2016).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terus melambat,
hingga mencapai titik terendah di angka 4,7% pada triwulan II
Sebagai respon dari kondisi yang terjadi tersebut Jokowi
memutuskan untuk melakukan reformasi ekonomi dengan
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meluncurkan “Paket Kebijakan Ekonomi” pada september 2015.
Paket kebijakan yang paling komprehensif yang memiliki cakupan
yang paling luas bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri
dalam negeri, mempercepat proyek strategis nasional, serta
meningkatkan investasi di sektor properti.

Kebijakan yang telah diluncurkan menargetkan untuk
menghasilkan 203 regulasi (terdiri dari 154 Peraturan Menteri dan
49 Peraturan Presiden) yang menggantikan regulasi yang dianggap
bermasalah. Namun reformasi ekonomi yang dilakukan dengan
meluncurkan paket kebijakan ini masih mendapatkan masalah
dalam efektivitas implementasi serta dalam usaha pemantauan dan
evaluasi. Sehingga pemerintah membentuk empat gugus tugas yang
bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa paket kebijakan
ekonomi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, hingga ke tingkat
daerah, serta memformulasikan langkah aksi untuk mengatasi
hambatan spesifik dalam pelaksanaan (Aswicahyono & Christian,
2017).

Pemerintahan BJ

Pemerintahan iy
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(Sumber: Canva,2023)
Gambar 4. Skema Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Reformasi
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PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebelum kemerdekaan Indonesia, perekonomian
Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan
kolonial Belanda. Pada masa tersebut, ekonomi Indonesia
lebih banyak terfokus pada pengembangan sektor
perkebunan, terutama kopi, tembakau, tebu, karet, dan
kelapa sawit yang diusahakan oleh Belanda.

Pada masa orde lama, perekonomian Indonesia masih
sangatlah buruk. Hal tersebut dikarenakan negara
Indonesia masih belum lepas dari jajahan Belanda. Pada
masa orde lama, Negara Indonesia menganut sistem ekonomi
liberal dan sistem ekonomi komando. Sementara, pada masa
orde baru, pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan
ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, yang
lebih banyak terfokus pada pengembangan industri
manufaktur dan penggunaan modal asing.

Buku ini mengkaji perekonomian Indonesia. Buku
ini memiliki keunggulan yaitu disusun secara teoritis
sesuai dengan sejarah perekonomian Indonesia, dan
menggunakan analisis kajian yang mudah dipahami,
sehingga buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
para pembaca, khususnya sebagai referensi bagi
akademisi dan mahasiswa dalam proses perkuliahan.
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